


LINIMASA PERKEMBANGAN COVID-19

31 Desember 2019

China mengobservasi 41 pasien

dengan gejala pneumonia jenis

baru dan dilaporkan ke WHO.  

1 Januari 2020

Otoritas Makanan Laut Cina

menutup Pasar Makanan Laut

Huanan, dengna indikasi

kemungkinan sumber virus.

7 Januari 2020

China mengonfirmasi bahwa

virus tersebut adalah virus 

Corona jenis baru dengan nama

2019-nCov. 

11 Januari 2020

Konfirmasi kematian pertama

kali kematian karena Corona 

virus di Wuhan. 

13 Januari 2020

Kasus di luar Cina pertama kali 

di temukan, yaitu di Thailand. 

21 Januari 2020

Kasus pertama ditemukan di 

negara bagian Amerika Serikat.

22 Januari 2020

Kota Wuhan di-lockdown

dengan menutup bandara dan 

stasiun kereta api. 

11 Februari 2020

Virus ini diberi nama resmi oleh 

WHO sebagai Covid-19 

30 Januari 2020

WHO menyatakan wabah

tersebut sebagai darurat

kesehatan publik dunia. 

23 Januari 2020

Evakuasi penyelamatan WNI di 

Kota Wuhan. 

11 Maret 2020

Indonesia mengumumkan

kematian pertama dan WHO 

menyatakan Covid-19 sebagai

pandemi dunia. 

2 Maret 2020

Indonesia mengonfirmasi dua

kasus pertama Covid-19 yang 

merupakan imported case. 

Sumber: Kompas.com, WHO (dengan modifikasi)



Tujuan: 

Behavioral Change melalui komunikasi publik yang sistematis dan komprehensif untuk

memutus mata rantai Covid-19 dan membangun optimisme serta perilaku sehat di masyarakat

DISEMINASI INFORMASI PENANGANAN COVID-19
NARASI UTAMA KOMUNIKASI PUBLIK GUGUS TUGAS
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DISEMINASI INFORMASI PENANGANAN COVID-19
Regulasi/Kebijakan Terkait Covid-19

No Regulasi Substansi Isi

1. Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (PERPPU) No.1 
Tahun 2020 Tentang Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan

Tujuan : memberikan fondasi bagi otoritas keuangan atau perbankan melakukan langkah luar
biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan 
stabilitas sistem keuangan
Substansi : pemerintah memberikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 
untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 405,1 Triliun. Dengan rincian :
• Rp75 Triliun untuk kesehatan, (APB, rapid test dan honorarium tenaga medis, dll)
• Rp110 Triliun untuk perlindungan sosial, (PKH, Sembako murah, Kartu Prakerja, subsidi

listrik dan dana cadangan logistic)
• Rp70 Triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
• Rp150 Triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, pembiayaan dunia usaha terutama

UMKM;

2. PP Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pembatasan Sosial
Bersekala Besar dalam
Penanganan COVID-19 

• PP ini mendefinisikan PSB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk pada suatu
wilayah

• Penetapan PSBB harus mendapat persetujuan Menteri Kesehatan
• Pertimbangan pengajuan penetapan PSBB dengan memperhatikan pertimbangan

epidemologi, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis oprasional
dan poleksosbudhanka

3. Keppres Nomor 11 Tahun 2020 
Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat 

Presiden Joko Widodo menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan
kedaruratan kesehatan masyarakat karena menyebar lintas daerah dan negara serta
berdampak pada aspek poleksosbudhankam dan kesejahteraan masyarakat





DISEMINASI INFORMASI PENANGANAN COVID-19
Peran Kominfo terkait Komunikasi Publik dalam Penanganan Covid-19 (1/2)

No Regulasi Perihal Tanggal Uraian

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020

Gugus Tugas percepatan
Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19)

13 Maret 2020 Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) terdiri dari :
Pengarah : Menko bidang PMK, Menko bidang Polhukam, 
Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan
Pelaksanan :
Ketua : BNPB
Wakil Ketua : Asisten Ops Panglima TNI dan Asisten Ops Kapolri
Anggota : Unsur dalam 12 Kementerian/Lembaga termasuk
Kementerian Kominfo

2. SK Ketua Pelaksana Gugus Tugas
Nomor 16 Tahun 2020

Uraian Tugas, Sturktur
Organisasi, Sekretariat, 
dan Tata Kerja
Pelaksanan Gugus Tugas
Percepatan Penanganan
Corona Virus Disiase
2019 (Covid-19)

18 Maret 2020 DirekturjenderalInformasidan
KomunikasiPublik(DJIKP) 
sebagaiKoordinatorKomunikasiPublik, 
denganTugas:
1.Melaksanakanagenda setting
2.KomunikasiPublik
3.MenyusunStrategiKomunikasi
4.Melaksanakanmonitoring terhadapmedia
pemberitaan
5.Jurubicarapelaksanagugustugas

3. SK Ketua Pelaksanan Gugus Tugas
No 17A Tahun 2020

Perubahan SK No 16 
Tahun 2020

9 April 2020 Tentang tambahan tugas menyusun laporan
harian di bidang komunikasi publik


























